
 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 60 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI 

SECARA ELEKTRONIK BIDANG PENDIDIKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang        :   a.    bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan   Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 
perlu mengatur pelaksanaan terkait pelayanan 
perizinan terintegrasi secara elektronik bidang 
pendidikan; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Satuan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 
Formal dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 
Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan 
Penerbitan Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama Swasta perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik Bidang Pendidikan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4430); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23 Lambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun  2010  Nomor  112 
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5157); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6215 ); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan 
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan 
Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan 
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 
2017 tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu 
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1956); 

16. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan 
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan  (Berita  Negara  Republik   Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 896); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo  Nomor  8 
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran  Daerah   Kabupaten   Sukoharjo   Tahun 
2010 Nomor 8, Tambahan  Lembaran  Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 177); 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2016 Nomor 50); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN 

PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 
ELEKTRONIK BIDANG PENDIDIKAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya 
disebut Dinas P dan K adalah Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. 

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang 
selanjutnya disebut Kepala Dinas P dan K adalah 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo. 

7. Pelaku Usaha adalah perseorangan 
atau nonperseorangan yang melakukan usaha 
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 

8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang 
diberikan kepada Pelaku Usaha  untuk  memulai 
dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan 
diberikan dalam bentuk persetujuan yang 
dituangkan  dalam  bentuk surat/keputusan 
atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 
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9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
atau Online Single Submission yang selanjutnya 
disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang 
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas 
nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui 
sistem elektronik yang terintegrasi. 

10. Lembaga  Pengelola  dan  Penyelenggara    OSS 
yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah 
lembaga pemerintah      nonkementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
koordinasi penanaman modal. 

11. Izin Usaha  adalah  izin yang  diterbitkan oleh 
Lembaga   OSS untuk  dan atas  nama  menteri, 
pimpinan  lembaga, gubernur, atau bupati/wali 
kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran 
dan untuk   memulai  usaha  dan/atau kegiatan 
sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan 
memenuhi  persyaratan  dan/atau Komitmen. 

12. Izin  Operasional  adalah izin yang  diterbitkan 
oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, 
pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali 
kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin 
Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional 
dengan memenuhi persyaratan dan/atau 
Komitmen. 

13. Nomor Induk Berusaha yang  selanjutnya 
disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang 
diterbitkan oleh Lembaga         OSS setelah 
Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. 

14. Komitmen adalah  pernyataan  Pelaku  Usaha 
untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha 
dan/atau Izin Operasional. 

15. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang 
selanjutnya disingkat    IMB   adalah   perizinan 
yang diberikan oleh pemerintah daerah 
kecuali untuk bangunan  gedung fungsi khusus 
oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung 
untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 
bangunan gedung sesuai dengan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 

16. Pendidikan  Formal  adalah  jalur    pendidikan 
yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
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17. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di 
luar Pendidikan Formal yang dapat secara 
terstruktur dan berjenjang. 

 

BAB II 

PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PENDIDIKAN 

Pasal 2 

(1) Perizinan berusaha bidang pendidikan yang menjadi 
kewenangan Bupati meliputi: 

a. izin    pendirian    satuan    Pendidikan     Formal 
yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan 

b. izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal. 

(2) Izin pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. Pendidikan Sekolah Dasar Swasta; dan 

b. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama 
Swasta. 

(3) Izin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. pendidikan anak usia dini nonformal, yaitu 
kelompok    bermain,    tempat    penitipan    anak, 
dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis; 

b. satuan pendidikan nonformal, yaitu pusat kegiatan 
masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan serta 
satuan pendidikan nonformal sejenis. 

(4) Jenis usaha dari masing-masing bidang usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti 
ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 
(KBLI) bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

 

BAB III 

TATA CARA PENDAFTARAN PERIZINAN BERUSAHA 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pendaftaran 

Pasal 3 

(1) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha di bidang 
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2 
wajib memperoleh izin usaha terintegrasi secara 
elektronik. 



7 
 

 
 

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha 
dengan mengakses laman OSS. 

(3) Ketentuan mengakses laman OSS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

(1) Pelaku usaha bidang pendidikan, meliputi: 

a. pelaku usaha perseorangan; dan 

b. pelaku usaha nonperseorangan. 

(2) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud  pada 
ayat  (1)  merupakan  orang  perorangan  penduduk 
Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan 
perbuatan hukum. 

(3) Pelaku usaha perseorangan hanya dapat melakukan 
usaha untuk izin penyelenggaraan pendidikan nonformal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b. 

(4) Izin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk taman kanak-
kanak. 

(5) Pelaku usaha nonperseorangan yang menjalankan 
perizinan berusaha sebagaimana  dimaksud  dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; dan 

b. badan usaha bersifat nirlaba yang didirikan oleh 
badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(6) Pelaku usaha nonperseorangan yang menjalankan 
perizinan berusaha sebagaimana  dimaksud  dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. perseroan terbatas; 

b. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; dan 

c. badan usaha bersifat nirlaba yang didirikan oleh 
badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

(1) Pelaku usaha  yang telah melakukan  pendaftaran 
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 3 
akan mendapatkan NIB yang diterbitkan oleh Lembaga 
OSS. 
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(2) NIB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh 
Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin 
Operasional. 

(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau 
kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  akan 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS 
dalam hal: 

a. pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan 
yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau 

b. dinyatakan batal atau  tidak sah berdasarkan 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

 

Bagian Kedua 

Pemenuhan Komitmen Pendirian Satuan Pendidikan 

Pasal 6 

(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dari 
Lembaga OSS       sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 akan diberikan Izin Usaha oleh Lembaga OSS 
setelah Lembaga OSS menerbitkan: 

a. izin lokasi; 

b. izin lingkungan; 

c. IMB; dan 

d. SLF. 

berdasarkan Komitmen. 

(2) Penerbitan     izin    lokasi,     izin lingkungan,  IMB dan 
SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(3) Selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku 
Usaha    akan    mendapatkan    Izin    Operasional 
setelah memenuhi Komitmen Izin Operasional. 

(4) Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) meliputi: 

a. hasil studi kelayakan; 

b. isi pendidikan; 

c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga 
kependidikan; 

d. sarana dan prasarana pendidikan; 
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e. pembiayaan pendidikan; 

f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan 

g. manajemen dan proses pendidikan. 

(5) Hasil  studi kelayakan sebagaimana dimaksud  pada 
ayat (4) huruf a, untuk satuan pendidikan formal 
meliputi: 

a. hasil   studi   kelayakan   tentang    prospek 
pendirian satuan  pendidikan   dari   segi   tata 
ruang, geografis, dan ekologis; 

b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian 
satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, 
keuangan, sosial, dan budaya; 

c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan 
pendidikan dengan penduduk usia sekolah di wilayah 
tersebut; 

d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan 
yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan 
formal sejenis; 

e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup 
jangkauan satuan pendidikan sejenis yang ada; 

f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk 
kelangsungan pendidikan  paling  sedikit  untuk 
1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan 

g. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan 
pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a, untuk satuan pendidikan nonformal 
meliputi: 

a. hasil   studi   kelayakan   tentang    prospek 
pendirian satuan  pendidikan   dari   segi   tata 
ruang, geografis, dan ekologis; 

b. hasil   studi   kelayakan   tentang    prospek 
pendirian satuan pendidikan dari segi prospek 
pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; 

c. data mengenai perkiraan pembiayaan 
untuk kelangsungan pendidikan paling  sedikit 
untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan 

d. dokumen   hak   atas   tanah   dan    bangunan 
satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Komitmen izin operasional pelaku usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Standar Nasional 
Pendidikan. 
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(8) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan 
permohonan pemenuhan komitmen dari pelaku usaha 
wajib melakukan penilaian  terhadap   hasil   studi 
kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

(9) Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) wajib dipenuhi oleh pelaku usaha paling 
lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin usaha. 

(10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memastikan 
terpenuhinya Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku 
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 
30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan 
Komitmen dari Pelaku Usaha. 

(11) Izin Operasional akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS 
setelah        Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional 
oleh pelaku u saha sebagaimana dimaksud pada  ayat 
(10). 

 
BAB IV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 7 

Penerbitan Izin Berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan 
tidak dipungut biaya. 

BAB V 

MASA BERLAKU PERIZINAN 

Pasal 8 

Izin Usaha dan Izin Operasional berlaku selama Pelaku 
Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali 
diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. Perizinan  Berusaha   yang   telah   diajukan   oleh 
Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini 
dan belum diterbitkan Perizinan Berusahanya, 
diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; 
dan 

b. Izin     Usaha   dan/atau   Izin     Operasional      yang 
telah diperoleh dan masih berlaku  sesuai  bidang 
usaha dan/atau kegiatannya tetap berlaku dan 
didaftarkan ke Lembaga OSS. 
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Pasal 10 

Taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh perseorangan 
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat (3) dan ayat 
(4)   yang telah mendapatkan Izin Operasional dari 
pemerintah daerah: 

a. tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan; dan 

b. wajib menyesuaikan dengan ketentuan 
dalam Peraturan Bupati paling lama 2 (dua) tahun sejak 
Peraturan Bupati ini diundangkan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati 
Sukoharjo  Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 57), dan Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Sekolah Dasar dan 
Sekolah Menengah Pertama Swasta (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 60) dicabut  dan  dinyatakan 
tidak berlaku. 

 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 14 November 2018 

BUPATI SUKOHARJO, 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 14 November 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

ttd 
 

AGUS SANTOSA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2018 NOMOR 61 

ttd 

WARDOYO WIJAYA 


